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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dikemukakan

dalam bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Koordinasi antara Polisi Militer, Oditurat Militer, serta Ankum selaku

Penyidik di Lingkungan Peradilan Militer sudah dilaksanakan sesuai

dengan Ketentuan Pasal 99 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1997 namun belum sepenuhnya dapat dijalankan, misalnya

a.

Dalam hal pemberitahuan Laporan atau Pengaduan, Penyidik
mengabaikannya dan tidak melakukan tindak Penyidikan,

Polisi Militer atau Oditur Militer yang mengetahui, menerima
laporan atau pengaduan pada saat melakukan penyidikan tidak
segera melaporkannya kepada Ankum,

Polisi Militer sesudah melakukan penyidikan tidak segera
menyerahkan berkas perkara kepada Ankum dan Papera untuk

ditindak lanjuti.

2. Hambatan yang ditemui dalam melakukan Koordinasi antara Polisi

Militer, Oditurat Militer serta Ankum yaitu munculnya sikap Ankum

yang cenderung kurang tegas dalam menetapkan hukuman serta

kecendurungan untuk menutupi/ melindungi kesalahan yang dilakukan

oeh bawahannya.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, penulis mengajukan beberapa
saran sebagai berikut :

1. Polisi Militer, Oditurat Militer dan Atasan Yang Berhak
Menghukum sebagai Penyidik mampu meningkatkan tugas dan
wewenangnya dengan bijaksana guna memenuhi pelaksanaan
koordinasi yang baik.

2. Para Penyidik sebaiknya dapat melaksanakan penyidikan melalui
koordinasi sebagaimana tertulis didalam ketentuan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang
tepat dan akurat untuk menghindari timbulnya hambatan

dikemudian hari.
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